PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG UNDANG REPUBLI K | NDONESI A
Nonor 19 TAHUN
Tent ang
PERUSAHAAN NEGARA

Presi den Republik | ndonesia,
Meni nbang

a. bahwa perlu segera diusahakan terlaksananya program unmum
Penerintah dibidang ekonom sebagai mana digariskan dal am
Mani festo Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959
nmengenai keharusan di adakannya reorgani sasi dalam al at-al at
produksi dan distribusi yang ditujukan kearah pelaksanaan
pasal 33 Undang- undang Dasar;

b. bahwa ber hubung dengan hal tersebut sub a diatas perlu segera
di usahakan adanya keseragaman dalam cara nengurus dan
nmenguasai serta bentuk hukum dari perusahaan negara dal am
rangka struktur ekonom terpinpin;

C. bahwa dal am rangka penyel enggaraan ekonomi terpinpin nenuju
pel aksanaan sosi alisne I ndonesia, perlu di adakan synkhroni sasi
dari segala kegiatan ekonom, baik yang dilakukan ol eh
per usahaan negara, maupun ol eh daerah swatantra, koperasi dan
swasta guna nenpersingkat waktu yang dibutuhkan untuk
nmenai kkan tingkatan hi dup rakyat;

d. bahwa karena keadaan nenaksa soal tersebut diatur dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat

1. pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 22 dan pasal 33
Undang- undang Dasar Republik | ndonesi a;

2. Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun
1960;

Mendengar : Musyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 12 April 1960;

Menut uskan :
Menet apkan

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Perusahaan
Neger a.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.



Dal am Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini yang
di maksud dengan perusahaan negara ialah senua perusahaan dal am
bentuk apapun yang nodal nya untuk seluruhnya merupakan kekayaan
Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan |ain dengan atau
ber dasar kan Undang- undang.

Pasal 2.
Dengan tidak nengurangi ket ent uan- ket entuan dal am Peraturan
Pemer i nt ah Penggant i Undang- undang ini serta per at ur an

pel aksanaannya, mnaka terhadap badan hukum yang dinmaksud dal am
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini berlaku segala
macam hukum | ndonesi a.

Pasal 3.

(1) Perusahaan negara didirikan dengan Peraturan Penerintah atas
kuasa Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini.

(2) Perusahaan negara ternmaksud dalam ayat (1) adal ah badan hukum
yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan
ber | akunya Perat uran Penerintah tersebut.

BAB | |
S| FAT DAN TUJUAN
Pasal 4.
(1) Perusahaan negara adal ah suatu kesatuan produksi yang bersifat:
a. nenberi | asa,
b. menyel enggar akan kemanf aat an umum
c. menmupuk pendapat an.

(2) Tuj uan perusahaan negara ialah untuk turut nenbangun ekonom
nasi onal sesuai dengan ekonom terpinpin dengan mengutamakan
kebut uhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dal am
per usahaan, nenuju masyarakat yang adil dan maknur neteriil
dan spiritual

Pasal 5.
Dal am nel aksanakan tujuannya ternaksud pada pasal 4 ayat (2)
per usahaan negara bekerja sanma dengan perusahaan daerah swatantra
dan swast a.

BAB |1 |

MCDAL.

Pasal 6.



(1) Modal perusahaan negara terdiri dari kekayaan negara yang
di pi sahkan.

(2) Modal perusahaan negara tidak terbagi atas saham saham

(3)Senmua alat liquide disinmpan dalam bank yang ditunjuk ol eh
Pener i nt ah.

BAB |V
PENGUASAAN DAN CARA NENGURUS.
Pasal 7.

(1) Perusahaan negara dipinpin oleh sebuah direksi yang juniah
anggot a dan susunannya di t et apkan dal am per at ur an
pendi ri annya.

(2) Anggota Direksi adal ah warga-negara | ndonesia yang diangkat dan
di perhenti kan ol eh Peneri nt ah.

(3) Pengangkat an termaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk sel ama-
| amanya 5 tahun; setelah waktu itu berakhir anggota yang
ber sangkut an dapat di angkat kenbali .

Pasal 8.

(1) Dalam hal - hal t er sebut di bawah ini Perneri nt ah dapat
menper henti kan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dal am
pasal 7 bel um habi s:
a.atas perm ntaan sendiri;

b. karena ti ndakan yang nerugi kan perusahaan negar a;
c.karena tindakan atau sikap vyang bertentangan dengan
kepenti ngan negar a.

(2) Penber henti an karena al asan tersebut ayat (1) sub b dan sub c,
j i ka merupakan suatu pel anggaran dari peraturan hukum pi dana,
nmer upakan penber hentian tidak dengan hornat.

(3) Sebel um penber henti an karena al asan tersebut dal amayat (1)sub b
dan sub c dil akukan, anggota D reksi yang bersangkutan diberi
kesenpatan untuk nenbela diri, hal mana harus dil aksanakan
dal am waktu satu bulan setelah anggota D reksi yang
ber sangkut an di berit ahukan tentang ni at akan penberhentian itu
ol eh Menteri yang bersangkut an

(4) Sel ama persoal an tersebut dalam ayat (3) belum diputus, naka
Menteri yang ber sangkutan dapat nenperhenti kan untuk sementara
waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dal am waktu dua
bul an setel ah penberhentian senentara dijatuhkan belum ada
keput usan nengenai penberhentian anggota D reksi berdasarkan
ayat (2), maka penberhentian senentara itu nenjadi batal dan
anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera nenjal ankan
| abat annya | agi , kecual i bi | amana unt uk keput usan



penber henti an tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dan
hal itu harus diberitahukan kepada yang ber sangkut an.

Pasal 9.

(1) Antara anggot a-anggota Direksi tidak bol eh ada hubungan kel uar ga
sanpai derajat ketiga, baik nenurut garis |urus nmaupun garis
kesanpi ng termaksud nenantu dan ipar, kecuali jika diijinkan
ol eh Peneri nt ah.

Ji ka sesudah pengangkatan mnereka masuk periparan yang terlarang
itu, maka untuk dapat nelanjutkan jabatannya diperlukan ijin
Pemer i nt ah.

(2) Anggota Direksi tidak boleh nerangkap jabatan lain kecuali
dengan ijin Menteri yang bersangkutan.

Pasal 10.
(1) Direksi mewaki | i perusahaan negara didalam dan diluar
pengadi | an.
(2) Direksi dapat nenyerahkan kekuasaan newakili tersebut dal am ayat

(1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk
itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan
tersebut baik sendiri naupun bersana-sama, atau kepada
or ang/ badan | ai n.

Pasal 11.

(1)Direksi nmenentukan Kkebijaksanaan dalam pinpinan perusahaan
negar a.

(2) Direksi nmengurus dan nenguasai kekayaan perusahaan negar a.

(3) Tata-tertib dan cara nenjal ankan pekerjaan D reksi diatur dal am
suatu peraturan yang ditetapkan ol eh Direksi

Pasal 12.

Ket ent uan- ket ent uan nmengenai penbat asan kekuasaan
D r eksi / per usahaan negara di atur dal am per aturan pendi ri annya.

BAB V

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUG
PEGAWAI .

Pasal 13.

(1) Senmua pegawai perusahaan negara, termasuk anggota Direksi
dal am kedudukan sel aku dem ki an, yang tidak di bebani tugas
penyi npanan uang; surat-surat berharga dan barang-barang
per sedi aan, yang karena ti ndakan-tindakan nmel awan hukum at au



kar ena nel al ai kan kewaj i ban dan tugas yang di bebankan kepada
mer eka dengan | angsung atau tidak | angsung tel ah nmeni nbul kan
kerugi an bagi perusahaan negara, diwajibkan nmengganti
kerugi an tersebut.

(2) Ket ent uan- ket entuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap
pegawai negeri berl aku sepenuhnya terhadap pegawai
per usahaan negar a.

(3) Senmua pegawai perusahaan negara yang di bebani tugas
penyi npanan, penbayaran atau penyerahan uang dan surat-sur at
penyi npanan, penbayaran atau penyerahan uang dan surat-sur at
berharga mli k perusahaan negara dan barang- barang
persediaan m |l ik perusahaan negara yang di si npan di dal am
gudang atau tenpat penyi npanan yang khusus dan senata- mata
di gunakan unt uk keperluan itu diwajibkan nmenberikan
per t anggungan-j awab tentang pel aksanaan tugasnya kepada
Badan Peneri ksa Keuangan.

(4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu nengirinkan
per t anggungan-j awab nengenai cara nengurusnya kepada Badan
Pemeri ksa Keuangan.

Tuntut an terhadap pegawai tersebut dil akukan nmenurut ketentuan
yang dit etapkan bagi pegawai bendaharawan, yang ol eh Badan
Penmeri ksa Keuangan di bebaskan dari kewaji ban nengiri nkan
per t anggungan-j awab nengenai cara nengurusnya.

(5) Senrua surat bukti dan surat |ainnya bagai manapun juga sifatnya
yang termasuk bilangan tata-buku dan adm ni strasi perusahaan
negara, disinpan ditenpat nmasing-masi ng perusahaan negara
atau ditenpat lain yang ditunjuk oleh Menteri yang
ber sangkut an, kecuali jika untuk sementara di pi ndahkan ke
Badan Peneri ksa Keuangan dal am hal di anggapnya perl u unt uk
kepentingan sesuatu peneri ksaan.

(6) Unt uk keperluan peneri ksaan bertalian dengan penet apan paj ak
dan kontrol e akuntan pada unumya surat bukti dan surat
| ai nnya termaksud pada ayat (5) (untuk senmentara di pi ndahkan
ke Jawat an Akunt an Negar a.

(7) Dengan Peraturan Penerintah dapat ditetapkan penyi npangan dari
ket ent uan nmengenai tata-cara tuntutan ganti rugi yang
ber| aku bagi pegawai negeri dan pegawai ternmaksud pada ayat
(3), yang di sesuai kan dengan struktur organi sasi perusahaan
negara itu sendiri.

BAB VI
TAHUN BUKU
Pasal 14.

Tahun buku adal ah tahun takwi m kecuali jika ditentukan lain ol eh
Peneri nt ah.



BAB VI |
ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 15.

(1) Sel anbat -| anbat nya ti ga bul an sebel um tahun buku baru nul ai
ber| aku, maka ol eh D reksi perusahaan negara dikirinkan
anggar an perusahaan unt uk di m ntakan persetujuan kepada
Ment eri yang ber sangkut an.

(2) Kecual i apabila Menteri yang bersangkut an nengenukakan
keberatan atau nenol ak proyek yang di nuat di dal am anggar an
per usahaan sebel um nengi nj ak tahun buku baru maka anggar an
t er sebut berl aku sepenuhnya.

(3) Anggar an t anbahan atau perusahaan anggaran yang terjadi dal am
t ahun buku yang bersangkutan harus nendapat persetujuan
terl ebih dahulu dari Menteri yang bersangkutan.

BAB VI I|

LAPCORAN PERH TUNGAN HASI L USAHA BERKALA DAN
KEG ATAN PERUSAHAAN.

Pasal 16.

Laporan perhitungan hasil usaha berkal a dan kegi atan perusahaan
di ki ri rfkan ol eh D reksi perusahaan negara kepada Menteri yang
ber sangkut an nmenurut cara dan waktu yang ditentukan dal am
per at uran pendiriannya.

BAB | X
LAPORAN PERH TUNGAN TAHUNAN.
Pasal 17.

(1)Untuk tiap tahun buku ol eh Direksi dikirinkan perhitungan
t ahunan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan | aba-rugi
kepada Menteri yang bersangkutan dan Badan Peneri ksa
Keuangan nenurut cara dan waktu yang ditentukan dal am
per at uran pendiriannya.

(2) Cara penil ai an pos dal am per hi tungan tahunan harus di sebut kan.

(3) Ji ka dal am wakt u yang ditentukan dal am peraturan pendiriannya
per hi tungan tahunan ol eh Menteri yang bersangkutan ti dak
di aj ukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu
di anggap tel ah di sahkan.

(4) Per hi tungan tahunan ternmaksud ayat (1) disahkan ol eh Menteri
yang ber sangkut an; pengesahan ternmaksud nenberi penbebasan



kepada Direksi terhadap segal a sesuatu yang ternuat dal am
per hi tungan tahunan tersebut.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERI AN
JASA PRODUKSI

Pasal 18.
(1) Cadangan di am dan/ at au rahasi a ti dak bol eh di adakan.

(2) Penggunaan | aba bersih, setelah terlebih dahulu di kurangi
dengan penyusut an dan cadangan tujuan dan pengur angan-
pengur angan | ain yang waj ar dal am perusahaan, ditetapkan
sebagai berikut:

a. dana penbangunan senesta 55%

b. cadangan unum (sanpai cadangan unum ter sebut nencapai
jum ah dua kali jum ah nodal perusahaan), sosial dan
pendi di kan, jasa produksi, sunbangan dana pensiun dan
sokongan dan sunmbangan ganti rugi, yang besarnya
masi ng- masi ng di t ent ukan dal am perat uran pendiri an
masi ng- masi ng perusahaan negara dan yang berjum ah 45%

(3) Penggunaan | aba untuk cadangan unmum dan ganti rugi bilamana
setel ah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan
| ai n dengan Peraturan Penerintah.

(4) Cara nmengurus dan nmenggunakan dana penyusut an dan cadangan
tuj uan termaksud pada ayat (2) ditentukan dengan peraturan
Menteri yang ber sangkut an.

(5) Di perusahaan negara yang tidak nenghasil kan | aba seperti
tersebut di atas di sebabkan karena perti nbangan dan
kebi j aksanaan Penerintah, dapat diberi jasa produksi yang
di t et apkan ol eh Peneri nt ah.

BAB Xl
KEPEGAVAI AN
Pasal 19.

(1) Kedudukan hukum gaji, pensiun dan sokongan serta penghasil an-
penghasi |l an | ain Di reksi dan pegawai / pekerja perusahaan
negara di atur dengan Peraturan Penerintah.

(2)Di reksi nmengangkat dan nenperhenti kan pegawai / pekerja
per usahaan negara nenurut peraturan kepegawai an yang
di setujui oleh Menteri yang bersangkutan berdasarkan
per aturan pokok kepegawai an perusahaan negara yang
di t et apkan ol eh Peneri nt ah.

BAB Xl |



BADAN PI MPI NAN UMUM
Pasal 20.

(1) Dengan Per aturan Penerintah dapat di bentuk/didirikan suatu
Badan Pi npi nan Unum yang di serahi tugas:

anenyel enggar akan pekerjaan nenguasai dan nengurus
perusahaan negara tertentu dan/ at au.

b. menj al ankan tugas Direksi perusahaan negara tertentu dan/
at au,

c. mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dal am nengur us
perusahaan negara dan/at au,

d. mengawasi pekerjaan nenguasai dan nengurus perusahaan
negar a.

(2) Dengan Per aturan Penerintah tugas tersebut dalamayat (1)
kecual i kepada Badan Pi npi nan Urum dapat pul a di serahkan
kepada perusahaan negara yang di bent uk/di diri kan dengan atau
ber dasar kan Undang- undang | ai n.

Pasal 21.

(1) Badan Pi npi nan Umum t er maksud pada pasal 20 dapat berbent uk
badan hukum

(2) Apabi | a Badan Pi npi nan Urum t er sebut ber bent uk badan hukum
maka kedudukannya sebagai badan hukum tersebut di perol eh
dengan berl akunya Peraturan Penerintah tentang
pendi ri an/ penbent ukannya.

Pasal 22.

(1) Badan Pi npi nan Umum adal ah badan hukum apabi | a kepadanya
di serahkan tugas:
a. menyel enggar akan pekerjaan nenguasai dan mengurus
per usahaan negara tertentu sebagai termksud pada pasa
20 ayat (1) sub a atau,
b. menj al ankan tugas Direksi perusahaan negara tertentu
sebagai ternmaksud pada pasal 20 ayat (1) sub b.

(2) a. Apabi | a kepada Badan Pi npi nan Unum di serahkan tugas tersebut
pada ayat (1) sub a, maka segal a hak dan kewaji ban
perusahaan negara yang bersangkutan nenjadi hak dan
kewaj i ban Badan Pi npi nan Unum dan dengan ber pi ndahnya
hak dan kewaji ban itu kepada badan tersebut, perusahaan
negara termaksud tidak |agi nerupakan badan hukum

b. Badan Pi npi nan Unum t er maksud pada sub a merupakan perusahaan
negara sebagai di maksud pada pasal 3 dan terhadapnya
ber| aku semua ketentuan nengenai perusahaan negara yang
t ercantum dal am Per at ur an Per at ur an Peneri nt ah
Pengganti Undang-undang i ni



c. Kepada Badan Pinpi nan Urum tersebut di atas dapat di serahkan
pul a tugas ternmaksud pada pasal 20 ayat (1) sub b, c
dan/ at au d.

(3) a. Apabi | a kepada Badan Pi npi nan Unum di serahkan tugas tersebut
pada ayat (1) sub b, nmaka terhadapnya berl aku senua
ket ent uan nengenai perusahaan negara yang tercantum
dal am Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang-undang i ni .

Penyel enggar aan tugas Direksi perusahaan negara yang ber sangkut an
ol eh Badan Pi npi nan Umum t er maksud ti dak nenpengar uh
kedudukan perusahaan negara tersebut sebagai badan
hukum

Penent uan penbagi an tugas, kewaji ban, kekuasaan dan wewenang
ant ara Badan Pi npi nan Umum dan perusahaan negara yang
ber sangkut an dit et apkan dengan Perat uran Peneri nt ah
yang mengat ur pendiri annya.

b. Badan Pi npi nan Unum t er maksud pada sub a sekurang-kurangnya
terdiri dari 3 orang anggota yang
di angkat / di per henti kan ol eh Penerintah. Pengangkatan
t er maksud dil akukan untuk sel ama-1 amanya |ima tahun
dengan ketentuan, bahwa setel ah waktu itu berakhir
anggot a yang bersangkut an dapat di angkat kenbali .

c. Kepada Badan Pinpi nan Urum tersebut di atas dapat diserahkan
pul a tugas termaksud pada pasal 20 ayat (1) sub c
dan/ at au d.

Pasal 23.

(1) Badan Pi npi nan Umum ti dak berbent uk badan hukum apabil a

kepadanya di serahkan tugas:

a. mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dal am nengur us
perusahaan negara tertentu sebagai termksud pada pasa
20 ayat (1) sub c dan/atau.

b. mrengawasi pekerjaan nenguasai dan nengurus perusahaan
negara tertentu sebagai termaksud pada pasal 20 ayat
(1) sub d

(2) Badan Pi npi nan Umum t er maksud dal am ayat (1) sekurang-
kurangnya terdiri dari 3 orang anggota yang
di angkat / di per henti kan ol eh Penerintah. Pengangkatan
t er maksud dil akukan untuk sel ama-| amanya 5 tahun dengan
ket ent uan, bahwa setel ah waktu itu berakhir anggota yang
ber sangkut an dapat di angkat kenbali .

(3) Tugas dan kewaj i ban Badan Pi npi nan Urum t er maksud di at as
di t ent ukan dal am Peraturan Peneri ntah yang nengat ur
penbent ukannya.

(4) Badan Pi npi nan Umum yang di serahi tugas nmengadakan kerj a-sama
dan kesatuan tindakan dal am nengurus perusahaan negara
tertentu adal ah badan hukum apabi | a kepadanya di serahkan
pul a tugas untuk menyel enggar akan sebagi an dari pekerj aan
menguasai i dan nengurus perusahaan.



Pasal 24.

(1) Menteri yang bersangkutan atau badan/orang yang ditunj uk
ol ehnya nmengawasi pekerjaan nengurus dan ti ndakan yang
di | akukan ol eh Badan Pi npi nan Umum dan nenj aga supaya
ket ent uan- ket ent uan yang tercantum dal am Per at ur an
Pemeri nt ah Pengganti Undang-undang ini serta dal am peraturan
pel aksanaannya ditaati sebagai mana nesti nya.

(2) Menteri yang bersangkut an dapat nenet apkan agar untuk
mel akukan beberapa hal tertentu Badan Pi npi nan Umum yang
di serahi tugas termaksud dal am pasal 20 ayat (1) sub a, b,
dan e. nmem nta persetujuan Menteri |ebih dahulu atau
badan/ orang yang di tunj uknya.

BAB Xl 11
KONTROLE
Pasal 25.

(1) Badan Peneri ksa Keuangan berwenang nel akukan kontrol e atas
pekerjaan nenguasai dan nengurus perusahaan negara serta
per t anggungan-j awabnya, hasil| peneri ksaan Badan Peneri ksa
Keuangan di sanpai kan pul a kepada Peneri nt ah.

(2) Jawat an Akunt an Negara bertugas nel akukan kontrol e atas
pekerjaan nenguasai dan nengurus perusahaan negara serta
per t anggungan- j awabnya.

BAB Xl V
PUSAT KOORDI NASI
Pasal 26.
(1) Usaha untuk nmenj am n kel angsungan dan keseragaman dal am
pel aksanaan pekerjaan nenguasai dan nengurus perusahaan
negara sesuai dengan politik negara, dilakukan oleh Menteri
Pertama yang dal am hal ini dibantu ol eh sebuah badan

(2) Bentuk, susunan, wewenang dan tata-cara kerja badan tersebut
di at as dengan peraturan Menteri Pertama.

(3) Badan tersebut dapat nengadakan rapat-rapat berkal a dengan
Badan Pi npi nan Unum

(4) Rapat berkal a tersebut di adakan sedi kit-dikitnya sekal
sebul an.

(5) Tata-terti b dan penyel enggaraan rapat berkal a badan tersebut
di atur dengan peraturan Menteri Pertama.

BAB XV



PERUSAHAAN DAERAH SWATANTRA.
Pasal 27.

(1) Dengan Peraturan Penerintah kepada Daerah Swatantra dapat
di ser ahkan:
a. perusahaan negara tertentu,
b. sebagai an dari dana penbangunan senesta ternmaksud pada
pasal 18 ayat (2) sub a.

(2) Daerah Swat antra dapat diikut-sertakan dal am penbi naan dan
penyel enggar aan perusahaan negara tertentu dal am w | ayahnya,
yang akan di atur dengan Peraturan Penerintabh.

BAB XVI

GABUNGAN PERUSAHAAN SEJENI S.
Pasal 28.

(1) Dengan Per aturan Penerintah di bentuk gabungan perusahaan
sejenis yang dapat terdiri dari
a. perusahaan negar a,
b. perusahaan daerah swatantra,
C. perusahaan swast a.

(2) Perusahaan yang akan di gabungkan kedal am satu jeni s ditentukan
dengan Peraturan Peneri ntah.

Pasal 29.

(1) Gabungan perusahaan sejenis ternmaksud pada pasal 28 bertugas:
a. mel ancar kan dan nmenper kenbangkan perusahaan negara, daerah
swat antra dan swasta dal am rangka ekonom terpi npin;
b. menj am n dan nmengenbangkan daya guna serta produktivitiet
dari kegi atan perusahaan negara, daerah swatantra
maupun swast a.

(2) Dal am nenj al ankan tugasnya, gabungan perusahaan sejenis
ment aati peraturan yang ditetapkan ol eh Penerintah/ Menteri
yang ber sangkut an.

Pasal 30.

(1) Gabungan perusahaan sejenis di pi npi n ol eh sebuah Dewan
Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang
anggot a.

(2) Anggot a Dewan Pengurus termaksud pasal (1) diangkat ol eh
Menteri yang ber sangkut an;
a.dari perusahaan negara yang nenj adi anggota gabungan
t ersebut sebagai Ketua nerangkap anggot a,



b.dari cal on yang di kemukakan ol eh rapat gabungan tersebut
sebagai anggot a.

(3)Menteri yang bersangkutan dapat nmengangkat anggota |ain
di sanpi ng yang tersebut pada ayat (2).

(4) Anggot a termaksud pada ayat (2) dan (3) diperhentikan ol eh
Menteri yang ber sangkut an.

BAB XVI |
PERKUVMPULAN KOOPERASI / PERUSAHAAN SWASTA.
Pasal 31.

(1) Pereri ntah dapat nenyerahkan perusahaan negara tertentu kepada
per kunpul an kooper asi .

(2) Peneri ntah dapat nengi kut - sert akan per kunpul an
kooper asi / per usahaan swasta dal am penbi naan dan
penyel enggaraan perusahaan negara tertentu.

BAB XVI | |
PENVBUBARAN

Pasal 32.

(1) Penbubar an perusahaan negara dan penunjukan | i kw daturnya
di t et apkan dengan Per at uran Peneri nt ah.

(2) Senmua kekayaan perusahaan negara setel ah di adakan |ikw dasi
menj adi mlik negara.

(3) Pertanggungan-j awab |i kw dasi ol eh |ikw datur dilakukan kepada
Menteri yang bersangkutan yang nenberi kan penbebasan
t anggung-j awab tentang pekerjaan yang tel ah di sel esai kan
ol ehnya.

(4) Dal am hal |ikw dasi Penerintah bertanggung-jawab atas kerugi an
yang diderita oleh fihak ketiga apabila kerugian itu
di sebabkan ol eh karena neraca dan perhitungan | aba-rugi
ti dak nmengganbar kan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB Xl X
PERALI HAN.
Pasal 33.
(1) Sel ama pendirian perusahaan negara termaksud dal am Perat uran
Peneri nt ah Pengganti Undang-undang i ni bel um dil aksanakan,
maka senua perusahaan negara tetap nel akukan tugas dan

kewaj i bannya dengan kedudukan dan bent uk hukum yang
dimlikinya secara sah



(2) Dengan didiri kannya perusahaan negara berdasarkan Perat uran

Peneri nt ah Pengganti Undang-undang i ni naka:

a. "I ndonesi che Bedrijvenwet" (I.B.W) Staatsblad 1927 No.
419 tidak berlaku | agi bagi perusahaan negara yang
ber sangkut an;

b. peraturan | ai nnya tidak berlaku | agi apabila pokok-pokok
dal am peraturan tersebut sudah di atur berdasarkan
Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 34.

Ter hadap perusahaan di mana negara turut serta di dal ammya, dengan
Per aturan Penerintah dapat di perl ukan Peraturan Pemeri ntah
Pengganti Undang-undang ini untuk kesel uruhan atau sebagi an.

Pasal 35.

Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini dapat disebut
"Per at uran Pengganti Undang-undang tentang Perusahaan Negara
1960. "

Pasal 36.

Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini nulai berl aku
pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang nenget ahui nya, menerintahkan
pengundangan Per aturan Peneri ntah Pengganti Undang-undang i ni
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negara Republi k | ndonesi a.

Di t etapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 1960.
Pej abat Presi den Republik | ndonesi a,

DJ UANDA.

Di undangkan di Jakart a.
pada tanggal 30 April 1960.
Ment eri  Kehaki man,

SAHARDJ Q.

PENJ ELASAN
PERATURAN PENMERI NTAH PENGGANTI UNDANG
UNDANG No. 19 TAHUN 1960
t ent ang
PERUSAHAAN NEGARA.



I . PENJELASAN UMM

1. Dal am rangka penyel enggar aan ekonom terpinpi n yang menuj u

kesuat u masyar akat adil dan makmur, maka segal a kegi at an
ekonom perlu di synchronisasi kan dengan bai k dan bijaksana,
sehi ngga dapat nenpersi ngkat waktu yang di but uhkan unt uk
menai kkan tingkatan hi dup rakyat.

Dal am usaha nengadakan synchroni sasi tersebut diatas perlu

ditinjau dan ditel aah kenbali status dan organi sasi dewasa

i ni dari perusahaan Negara, bai k yang berbent uk badan- badan
ber dasar kan hukum perdata maupun yang ber bent uk badan hukum
ber dasar kan hukum publi k (antara |l ain juga yang berdasar kan
Undang- undang Perusahaan | ndonesi a/l ndonesi sche
Bedrijvenwet, Staatsblad 1927-419).

Per usahaan Negara yang didiri kan berdasarkan Undang-undang

Konpt abi | itet Indonesia (Staatsblad 1925-448) nelihat sifat
dan tujuannya tetap diurus nelalui dan berdasarkan budget
Negara. Akan tetapi apabila dianggap perlu perusahaan
tersebut dapat diatur kenbali berdasarkan Peraturan
Pemeri nt ah Pengganti Undang- undang ini. D sanping itu juga
Per usahaan- perusahaan Daerah Swat antra dan perusahaan swast a
perlu ditinjau dal am hubungannya dengan usaha nengadakan
synchroni sasi tersebut di atas, agar dengan dem ki an

per kembangan dari perusahaan- perusahaan tersebut dapat

di sesuai kan dengan si stimekonom terpinpin dan segal a
kegi at annya dapat dil akukan dal am rangka politik ekonom
negar a.

Usaha tersebut diatas adal ah sesuai dengan Manifesto Politik

A eh

Republ i k 1 ndonesia tanggal 17 Agustus 1959, yang tel ah

di t et apkan sebagai garis besar hal uan negara. Dal am

Mani festo tersebut telah ditetapkan bahwa perlu segera

di adakan "retooling" dari al at-al at produksi dan al at-al at
di stribusi. Semuanya itu harus direorgani sasi kan dan

di t uj ukan ke arah pel aksanaan pasal 33 Undang-undang Dasar
dengan nenper gunakan rel nya Denokrasi Terpi npin. Senua al at
vital dal am produksi dan senua al at vital dalamdistribusi
harus di kuasai atau sedi ki tnya di awasi ol eh Penerintabh,
sedangkan segal a nodal dan tenaga yang terbukti prograssif
dapat dii kut-sertakan dal am penbangunan | ndonesi a.

karena itu maka tuj uan nmengadakan synchroni sasi dar

kegi at an- kegi atan ekonom itu ialah agar supaya dapat segera
di usahakan terl aksananya Program Unum Peneri nt ah sebagai mana
tercantum dal am Mani festo Politik Republik |Indonesia itu
sebagai | andasan pokok untuk nenuju kearah struktur

masyar akat sosialis Indonesia. Dengan di adakannya
synchroni sasi dari segal a kegi atan ekonom seperti tersebut
di atas, maka dapatl| ah di usahakan adanya j am nan agar

penyel enggr aaanya dapat dil akukan dal am rangka politik



ekonom negara, sehingga dengan dem ki an dapat dil et akkan
dasar - dasarnya bagi sistimekonom terpinpin.

Dal am neni nj au dan nenel aah status dan organi sasi perusahaan

9] o o

o

Negara pada dewasa ini perlu diperhati kan hal -hal sebaga
beri kut :

. Dasar daya guna dal am perusahaan dan kel ancaran jal annya

per ekonom an Negara dapat terjamn

.Dasar "price and accounting systent tetap dipelihara, dengan

menper hati kan notif yang berdasarkan sosi al i sme | ndonesi a.

. Ket ent eraman dan kesenangan kerja dal am perusahaan dapat

terpelihara

. Daerah Swat antra, perkunpul an koperasi dan fihak swasta dapat

di i kut -sert akan dal am penbi naan dan penyel enggar aan
perusahaan Negara tertentu

e. Si stim ekonom terpinpin dapat dil aksanakan supaya segal a

kegi at an ekonom dapat disel enggarakan dal am rangka politik
ekonom negar a.

Di sanping itu perlu pula ditegaskan bahwa titik-berat dari senua

ad eh

kegi at an perusahaan Negara harus dituj ukan kearah
penbangunan ekonom nasional, dengan nmengut amakan kebut uhan
rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dal am
perusahaan, nenuju nmasyarakat adil maknur.

karena itu naka sebagi an besar dari |aba yang di perol eh
perusahaan tersebut akan di sedi akan bagi Dana Penmbangunan
Senest a.

2. Guna nel aksanakan maksud tersebut di atas, naka sebagai pegangan

pertama dal am nengat ur perusahaan- perusahaan Negara itu
dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
di t et apkan bahwa yang di neksud dengan perusahaan Negara
i al ah senua perusahaan dal am bent uk apapun yang nodal nya
unt uk sel uruhnya merupakan kekayaan Republi k | ndonesi a
kecuali jika ditentukan |ain ol eh atau berdasarkan
Undang- undang.

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas nmaka senua perusahaan,

yang nodal nya untuk sel uruhnya nerupakan kekayaan Negara
maupun yang terjadi karena pem sahan dari kekayaan Negara
maupun yang terjadi karena nasionalisasi berdasarkan
Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lenbaran-Negara 1958 -
162). adal ah perusahaan Negara nenurut Undang-undang itu.

Per usahaan- perusahaan canpur an, di mana Penerintah hanya

turut-serta untuk sebagi an saj a dal am nodal nya, bukan

per usahaan Negara nenurut Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-undang ini. Akan tetapi sungguhpun dem ki an, apabil a
fihak-fi hak yang bersangkutan nmenyet uj ui nya, maka ter hadap
perusahaan canpuran tersebut dengan Peraturan Penerintah
dapat pul a di perl akukan ket entuan- ket entuan dal am Per at uran
Penmeri nt ah Pengganti Undang-undang i ni .



Pada

Apabi

dewasa i ni perusahaan-perusahaan Negara ada yang berbent uk
per seroan terbatas, yayasan dan sebagai nya, yang senuanya
di di ri kan ber dasar kan hukum perdata dan ada pul a yang

ber bent uk badan hukum ber dasarkan Undang-undang. Ber hubung
dengan itu nmaka perlu di adakan keseragaman dal am bent uk
hukum dari senua perusahaan Negara itu. Dal am Peraturan
Pemeri nt ah Pengganti Undang-undang ini ditetapkan bahwa

per usahaan Negara itu adal ah suatu badan hukum ber dasar kan
Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini.
Kedudukannya sebagai badan hukum tersebut di perol eh dengan
ber | akunya Peraturan Penerintah yang nengat ur tentang
pendi ri an perusahaan Negara tersebut. Dengan adanya

ket entuan tersebut diatas naka senmua perusahaan Negara yang
ada dewasa ini, yang di anggap perlu untuk di masukkan kedal am
struktur baru nmenurut Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-undang ini, harus ditinjau dan diatur kenbal
pendi ri annya dengan Peraturan Penerintah. Dem ki an pul a

car a-cara nmenguasai dan nengurus perusahaan,

per t anggungan-j awab Direksi, pengawasannya ol eh Penerintah
dan sebagai nya harus di atur dal am peraturan pendiri an
perusahaan tersebut dengan tidak bol eh nenyi npang dari

ket ent uan- ket ent uan pokok yang tercantum dal am Per at ur an
Pemeri nt ah Pengganti Undang-undang ini. Bagi perusahaan
Negara yang baru akan didiri kan, maka pendiriannya cukup

di atur dengan Peraturan Penerintah, kecuali jika perusahaan
Negara yang akan didirikan itu tidak akan di masukkan kedal am
struktur nmenurut Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-undang i ni maka pendiriannya harus di atur dengan
Undang-undang tersendiri .

| a perusahaan- perusahaan Negara telah didirikan berdasarkan
Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang Perusahaan
Negara i ni, maka nodal perusahaannya terdiri atas kekayaan
Negara yang di pi sahkan dari Neraca Kekayaan Negara. Dengan
ket entuan ini, maka ditegaskan bahwa perusahaan Negara unt uk
sel anj ut nya harus dapat berdiri tanpa nenberatkan | agi

budget Negara. Terhadap perusahaan yang tel ah ditunjuk
sebagai perusahaan |.B. W dan kemudi an di atur kenbal

ber dasar kan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
ini, maka |.B.W tidak berlaku | agi.

Unt uk nengadakan synchroni sasi seperti diuraikan di atas, mka

Ji ka

dengan Peraturan Penerintah dal am | i ngkungan suatu

Depart emen dapat di bent uk/di dirikan Badan Pi npi nan Unrum yang

di serahi tugas :

a. menyel enggar akan pekerjaan nenguasai dan nengurus
per usahaan Negara tertentu, dan/atau

b. mrengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dal am nmengur us
perusahaan Negara tertentu, dan/atau

c. mengawasi pekerjaan nenguasai dan nengurus perusahaan
Negara tertentu

di anggap perlu maka unt uk nmasi ng- masi ng tugas tersebut
di at as dapat di bentuk/didiri kan suatu Badan Pi npi nan Unmum



yang akan nenj al ankan tugas tersebut bagi beberapa

per usahaan Negara yang bergerak dal am bi dang- bi dang
tertentu. Akan tetapi dapat juga di bentuk hanya satu Badan
Pi npi nan Umum unt uk nenyel enggar akan senua at au beber apa
tugas tersebut bagi perusahaan Negara yang bergerak dal am
beberapa bi dang tertentu nmenurut kebut uhan Departenen yang
ber sangkut an,

Badan Pi npi nan Unum t er sebut berbent uk badan- badan dan
kedudukannya sebagai badan-badan itu di perol eh dengan berl akunya
Per aturan Penerintah yang nengatur tentang penbentukan/pendirian
Badan Pi npi nan Umum t er sebut .

Hanya kepada Badan Pi npi nan Urum yang ber bent uk badan- hukum
saj al ah dapat di serahkan senua at au beberapa tugas tersebut

di atas secara sekaligus. Hal ini disebabkan ol eh karena

penyel enggar aan pekerja nenguasai dan nengurus perusahaan Negara
dan pel aksanaan tugas Direksi dari perusahaan Negara hanya dapat
di I akukan ol eh suatu badan hukum yang mnerupakan subyek
tersendiri dalam |l alu-lintas hukum

Apabi | a kepada Badan Pi npi nan Unumitu hanya diserahi tugas
mengadakan kerj a-sama dan kesatuan tindakan dal am nmengur us
perusahaan Negara tertentu saja, nmaka Badan tersebut tidak perlu
tet api dapat berbentuk badan hukum Hal ini bergantung kepada
kekuasaan, wewenang, tugas dan kewaji ban yang akan di serahkan
kepada Badan tersebut. Badan Pi npi nan Urum yang hanya di serah

t ugas nmengawasi pekerjaan nmenguasai dan nengurus perusahaan
Negara saja tidak berbentuk sebagai suatu badan hukum ol eh

kar ena Badan tersebut tidak nengadakan tindakan-tindakan kel uar
atas nama perusahaan.

Apabi | a kepada Badan Pi npi nan Unum di ser ahkan tugas

menyel enggar akan pekerj aan menguasai dan nengurus per usahaan
Negara tersebut, maka segal a hak dan kewaji ban dari perusahaan
Negara itu nenjadi hak dan kewaji ban Badan Pi npi nan Urum Dengan
ber pi ndahnya hak dan kewaji ban tersebut kepada Badan Pi npi nan
Urum naka perusahaan Negara itu tidak |agi nenjadi suatu badan
hukum dan hanya nerupakan perusahaan saja yang nenj adi bagi an
dari Badan Pi npi nan Umum (bedrijfs-tak). Badan Pi npi nan Uruni ah
yang ki ni nenjadi perusahaan Negara, dan karena itu terhadap
Badan Pi npi nan Unum i ni berl aku senua ket entuan nengenai

per usahaan Negara yang tercantum dal am Perat uran Peneri ntah
Pengganti Undang-undang ini. Perusahaan Negara mana yang
penguasaannya dan nengurusnya akan di serahkan kepada Badan

Pi npi nan Unmum akan ditetapkan | ebih |anjut dengan Peraturan
Pemeri nt ah. Kepada Badan Pi npi nan Unum tersebut diatas dapat pul a
di serahkan tugas- tugas tersebut dalam sub b, c¢c dan d di at as.

Apabi | a kepada Badan Pi npi nan Unum hanya di serahkan, kewaji ban
unt uk nenj al ankan tugas Direktur dari perusahaan Negara tertentu,
maka perusahaan Negara yang tugas Direksinya di serahkan kepada
Badan tersebut tetap nmerupakan badan hukum Terhadap Badan

Pi npi nan Unum yang nenj al ankan tugas Direksi tersebut dan yang



j uga merupakan suatu badan hukum pada azasnya berl aku ket entuan
mengenai wewenang, kekuasaan tugas dan kewaji ban Direksi dari

per usahaan Negara sebagai mana tercantum dal am Per at ur an
Pemeri nt ah Pengganti Undang-undang ini. Penentuan penbagi an tugas
kewaj i ban, kekuasaan dan wewenang antara Badan Pi npi nan Unum dan
per usahaan Negara yang bersangkutan ditetapkan dengan Peraturan
Pemeri nt ah yang nengat ur pendiriannya. Perusahaan Negara mana
yang tugas Direksinya di serahkan kepada Badan Pi npi nan Unum akan
di t et apkan | ebi h | anjut dengan Peraturan Penerintah. Kepada Badan
Pi npi nan Umum tersebut dapat pul a di serahkan tugas-tugas tersebut
dal am sub ¢ dan d di at as.

Apabi | a kepada Badan Pi npi nan Unum hanya di ser ahkan tugas
mengadakan kerj a-sama dan kesatuan tindakan dal am nmengur us
perusahaan Negara tertentu, naka Badan tersebut akan terdiri dari
sekur ang- kurangnya tiga orang anggota yang di angkat/di perhentikan
ol eh Penerintah. Apabila dianggap perlu, berhubung dengan
kekuasaan, wewenang, tugas dan kewaji ban yang di serahkan kepada
Badan tersebut, maka kepada Badan Pi npi nan Urum dapat di beri kan
bent uk badan hukum Dal am Per aturan Penerintah yang nengat ur
tentang pendi ri an Badan- badan Pi npi nan Urum tersebut diatur |ebih
| anj ut tentang kekuasaan, wewenang, tugas dan kewaji ban Badan

t ersebut. Perusahaan Negara mana yang akan ditenpat kan di bawah
Badan tersebut akan ditetapkan dengan Peraturan Penerintah.

Apabi | a kepada Badan Pi npi nan Unum hanya di ser ahkan tugas
mengawasi pekerjaan nenguasai dan nengurus perusahaan Negar a,
maka Badan tersebut akan terdiri dari sekurang-kurangnya tiga
orang anggota yang di angkat/ di per henti kan ol eh Peneri nt ah.

Tugas dan kewaji ban dari Badan ini akan ditetapkan |ebih | anjut
dal am Per at ur an Penerintah yang nengat ur tentang penbent ukan
Badan tersebut.

Per usahaan Negara mana yang pengawasannya atas pekerja nenguasai
dan nmengurus perusahaan di serahkan kepada Badan tersebut akan
di t et apkan dengan Per at uran Peneri nt ah.

4. Pengawasan repressif atas Badan Pi npi nan Urum di | akukan ol eh
Menteri yang bersangkutan. Dal am hubungan ini Menteri yang
ber sangkut an at au badan/orang yang ditunj uknya nengawasi
pekerjaan nmengurus dan tindakan yang dil akukan ol eh Badan
Pi npi nan Unmum dan nenjaga supaya ketentuan yang tercantum
dal am Per at ur an Pemeri ntah Pengganti Undang-undang ini serta
per at uran pel aksanaannya ditaati sebagai mana nesti nya.

Di sanping itu terhadap Badan Pi npi nan Unum yang di ser ahi

t ugas sebagai mana tercantum dal am pasal 21 ayat (1) sub a, b
dan c, Menteri yang bersangkutan dapat nenetapkan agar untuk
mel akukan beberapa hal tertentu badan tersebut harus nem nta
persetuj uan terlebi h dahulu dari Menteri atau badan/orang
yang ditunj uknya. Jadi terhadap Badan Pi npi nan Unum t er sebut
Menteri nel akukan pengawasan preventif.



Dengan adanya pengawasan preventif dan repressif dari Menteri
yang bersangkutan itu maka dapatl ah di usahakan agar segal a
kegi at an dari perusahaan Negara itu di sesuai kan dengan Politik
Ekonom Negara. Kecuali pengawasan ol eh Menteri tersebut diatas,
maka j uga Badan Peneri ksa Keuangan berwenang nel akukan kontrol e
atas pekerjaan nenguasai dan nengurus perusahaan Negara serta
atas pertanggungan-jawabnya. Dem ki an pul a Jawat an Akunt an Negar a
bertugas nel akukan kontrol e atas pekerjaan nmenguasai dan nengur us
per usahaan Negara serta pertanggungan-j awabnya.

5. Untuk nmenjam n kel angsungan dan keseragaman dal am pel aksanaan
dan nmengurus perusahaan Negara sesuai dengan politik Negara,
maka di perl ukan adanya " Coordi nati ng body" yang merupakan
Pusat Koordi nasi, Pusat Koordinasi ini diletakkan dal am
tangan Menteri Pertama dan untuk nenyel enggarakan maksud
tersebut Menteri Pertama di bantu ol eh suatu badan penbantu,
yang antara | ain bertugas nengadakan rapat berkal a dengan
pi npi nan dari Badan Pi npi nan Unum dal am usaha nengunpul kan
bahan- bahan serta keterangan yang di perl ukan guna diol eh
sedem ki an rupa hi ngga dapat di usahakan tinbul nya keputusan
pet unjuk ol eh Menteri Pertama yang bertujuan koordi nasi dan
per bai kan dal am usaha yang di sel enggar akan ol eh Badan
Pi npi nan Umum

6. Si stim desentral i sasi dal am peneri nt ahan Negara sebagai mana
di t et apkan dal am pasal 18 Undang- undang Dasar, menghendak
adanya peni nj auan tentang kenmungki nan penyerahan dari
perusahaan Negara, bai k berupa penghasilan, maupun berupa
perusahaannya sendiri, kepada Deerah Swatantra. Di sanping
itu perlu juga ditinjau kenmungki nan turut-sertanya Daerah
Swat antra secara aktif dal am penbi naan dan penyel enggar aan
per usahaan Negara yang ada dal am w | ayahnya.

Kemungki nan tersebut di atas dal am peraturan ini disedi akan bagi
Daer ah- daerah Swat antr a.

7. Guna nenj am n dan nengenbangkan daya guna serta produktivitet
dari kegi at an perusahaan Negara, Derah Swatantra maupun
swasta serta khususnya guna nel ancar kan dan nengenbangkan
perusahaan Daerah Swatantra dan swasta dal am rangka ekonom
ter pi npi n, maka dal am Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-undang ini ditetapkan, bahwa dengan Perat uran
Pemeri nt ah di bentuk Gabungan perusahaan sejenis yang dapat
terdiri dari perusahaan Negara, perusahaan Daerah Swatantra
dan perusahaan swasta. Perusahaan mana yang akan di gabungkan
dal am suatu jenis akan ditentukan |ebi h | anjut dengan
Per aturan Penerintah. Gabungan perusahaan sejenis in
di pi npi n ol eh suatu Dewan Pengurus yang terdiri dar
sekur ang- kurangnya |i ma orang anggota yang di angkat dan
di perhenti kan ol en Menteri yang bersangkutan: anggota Dewan
Pengurus dianmbi|l dari :

a. perusahaan Negara yang nenjadi anggota Gabungan tersebut
sebagai Ketua nerangkap anggot a.



b. cal on yang di kenukakan ol eh rapat Gabungan tersebut sebagai
anggot a.

Menteri yang bersangkutan dapat nengangkat anggota | ain di sanpi ng
yang tersebut diatas.

Dengan j al an dem ki an dapat| ah ki ranya di usahakan terl aksananya
kegi at an ekonom yang dil akukan ol eh fi hak Daerah Swatantra dan
swasta sesuai dengan politik ekonom Negara.

8. Di sanpi ng kemungki nan penyer ahan perusahaan Negara kepada
Daer ah Swat antra, maka di anggap perlu untuk nenetapkan dal am
Undang- undang i ni kenungki nan unt uk nmenyer ahkan perusahaan
Negara kepada perkunpul an kooperasi serta kenungki nan unt uk
mengi kut - sert akan per kunpul an kooper asi tersebut dal am
penmbi naan dan penyel enggar aan perusahaan Negara tertentu.
Pokok pi kiran ini adal ah sesuai dengan jiwa yang terkandung
dal am pasal 33 Undang-undang Dasar.

Dem ki an pul a fihak swasta dapat diikut-sertakan dal am penbi naan
per usahaan Negar a.

9. Sebagai ket entuan peral i han dal am Per at uran Peneri nt ah
Pengganti Undang-undang ini ditetapkan bahwa sel ana
pendi rian perusahaan Negara termaksud dal am Perat uran
Pemeri nt ah Pengganti Undang-undang ini bel um dil aksanakan,
maka senua perusahaan Negara tetap nel akukan tugas
kewaj i bannya dengan kedudukan dan bent uk hukum yang
dim likinya secara sah

Apabi | a suatu perusahaan Negara itu didirikan berdasarkan
Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini, maka |.B. W
tidak berlaku | agi bagi perusahaan tersebut.
Dem ki an juga peraturan lain tidak berlaku, apabila pokok- pokok
dal am peraturan tersebut sudah di atur berdasarkan Peraturan
Pemeri nt ah Pengganti Undang-undang i ni .
PENJELASAN PASAL DEM PASAL

BAB | .

Pasal 1.
Cukup diterangkan dal am penj el asan unum

Pasal 2.

Yang di maksudkan dengan segal a macam hukum | ndonesi a i al ah hukum
per dat a Eropah, hukum dagang Eropah dan hukum adat.

Pasal 3.



A eh karena perusahaan Negara pada dewasa ini nenpunyai bentuk
hukum yang ber macam nacam ragammya, nmaka di pandang perl u nengat ur
bent uk perusahaan Negara secara seragam dengan Undang-undang,
sesuai dengan maksud dan tujuan yang di gunakan dal am Manif esto
Politik Republik Indonesia. Karena itu sifat bentuk hukum

per usahaan Negara diatur ol eh Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-undang i ni dan pendiriannya dil akukan dengan Peraturan
Penmeri nt ah.

BAB I1I.
Pasal 4.

Dal am pasal ini ditegaskan bahwa perusahaan Negara itu adal ah
kesat uan produksi, yaitu kesatuan produksi dalamarti yang | uas,
yang mel i puti perusahaan yang nmenberi jasa, nenyel enggarakan
kenmuf akat an unmum dan nmenmupuk pendapat an bai k dal am bi dang

i ndustri dan pertanbangan maupun per dagangan.

Per usahaan tersebut dal am nenunai kan tugasnya sel alu
menper hat i kan daya guna yang sebesar-besarnya dengan tidak

mel upakan tuj uan perusahaan untuk ikut-serta nenbangun ekonomi
nasi onal sesuai dengan ekonom terpinpin dengan nengut anakan
kebut uhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dal am

perusahaan nmenuj u masyarakat yang adil dan maknmur materiil dan
spiritual

Pasal 5.
Cukup j el as.

BAB I11.

Pasal 6.

Modal perusahaan Negara nerupakan kekayaan Negara yang

di pi sahkan; hal ini adal ah sesuai dengan kedudukannya sebagai
badan hukum yang harus nenpunyai kekayaan sendiri terlepas dari
pada kekayaan umum Negara dan dengan dem ki an dapat di peli hara
terl epas dari pengaruh anggaran pendapatan dan bel anj a Negar a.

Rati o dari pada ketentuan bahwa nodal perusahaan Negara ti dak
terbagi atas saham saham adal ah untuk mencegah parti si pasi.

BAB I V.
Pasal 7, 8, 9, 10.

Cukup j el as.
Pasal 11.

Di dal am pasal ini yang di maksud dengan istilah pinpinan ialah



Adapun kebi j aksanaan pi npi nan kesel uruhannya ada ditangan
Pemerintah c.qg. Menteri yang bersangkut an.

Pasal 12.

Agar penet apan bat as- bat as kekuasaan Direksi di sesuai kan dengan
sifat dan corak perusahaan Negara masi ng-masi ng maka sewaj arnya
Pemeri nt ah nmenet apkan bat as- bat as kekuasaan tersebut diatas dal am
per aturan pendirian perusahaan yang ber sangkuat an.

BAB V.
Pasal 13.

Ber hubung dengan kekayaan perusahaan Negara itu adal ah sel uruhnya
mer upakan kekayaan Negara, maka di anggap perlu untuk nengat ur

t anggung- j awab pegawai / pekerja perusahaan Negara dal am Per at uran
Peneri nt ah Pengganti Undang-undang ini .

Karena itu dal am pasal ini diatur kewajiban pegawai/pekerja
perusahaan untuk mengganti kerugi an yang di derita ol eh perusahaan
yang di aki bat kan karena pegawai / pekerja tersebut nelal ai kan
kewaj i ban dan tugas yang di bebankan kepadanya.

Dal am hubungan i ni terhadap pegawai/ pekerja perusahaan di nyat akan
ber | aku ket ent uan- ket ent uan nengenai ganti rugi yang berl aku bagi
pegawai negeri (|andsdi enaren) ternmaksud dal am pasal 74 1. C W

Pegawai perusahaan negara yang di bebani tugas penyi npanan,
penbayar an at au penyerahan uang dan surat berharga mlik

per usahaan Negara dan barang persediaan mlik perusahaan Negara
yang di si npan dal am gudang atau tenpat penyi npanan yang khusus
di gunakan untuk keperluan itu, adal ah bendaharawan (konptabel)
dalamarti kata pasal 77 1.C. W

Bendahar awan tersebut diatas berkewaji ban menberi kan

per t anggungan-j awab, artinya ia bertanggung-jawab bahwa uang,
surat berharga dan barang persediaan m ik perusahaan yang harus
ber ada di dal am penyi npanannya (tanggungannya) benar-benar ada.
Pengertian i ni mengandung makna bahwa bendahar awan di waj i bkan
mengganti kekurangan yang terdapat dal am si sa buku (boeksal do)
dan atau persedi aan buku (boekvooraad).

Penyi npanan surat bukti dan sebagai nya dan penbebasan pengiri man
daf tar pertanggung-jawab bendahar awan di sesuai kan dengan
ket ent uan- ket ent uan dal am St aat shl ad 1932 No. 483.
BAB VI .
Pasal 14.
Pada unummya t ahun buku adal ah tahun takw n, kecuali apabila

karena sifat dan corak perusahaan di anggap perlu untuk nenetapkan
t ahun buku | ain



BAB VI | .
Pasal 15.

Unt uk nenyel enggar akan pekerjaan nenguasai dan nengurus

perusahaan dengan bai k di perl ukan adanya suatu anggar an

perusahaan. O eh karena itu perusahaan Negara di waji bkan
menyusunnya.

Ket ent uan dal am pasal ini di maksud untuk neneliti dan
nmenper ti nbangkan anggar an perusahaan termaksud unt uk nenet apkan
prioritet serta daya guna pel aksanaan proyek yang dinuat dal am
anggar an perusahaan itu.

Unt uk nenjam n kel ancaran jal annya perusahaan, maka antara lain
di dal am ayat (2) ditentukan bahwa dal am hal perusahaan tel ah
memasuki sesuatu tahun buku tertentu sedangkan atas proyek

di dal am anggar an perusahaan dari tahun buku sebel umya

bel uniti dak di kenukakan keber at an- keberatan ol eh Menteri yang
ber sangkutan, nmaka hal itu tidak nenjadi rintangan untuk

mel anj ut kan pel aksanaan proyek di dal am anggaran perusahaan yang
beri kut nya.

BAB VIII.
Pasal 16.

Yang di maksud dengan | aporan dal am pasal ini adal ah | aporan

ber kal a nengenai pel aksanaan pekerjaan nenguasai dan nengurus
perusahaan (bedrijf sveering) dan bukan | aporan tahunan, neraca
dan | aba-rugi.

Faedahnya | aporan ial ah agar Menteri yang bersangkutan sel alu
dapat nengi kuti dan nenilai jal annya perusahaan.

BAB | X.
Pasal 17.

Per hi tungan t ahunan di gunakan sebagai dasar bagi Menteri yang
ber sangkut an unt uk nenberi kan pengesahan atas ti ndakan nenguasai
dan nmengurus Direksi selama masa tertentu yang tel ah | anpau

Peni | ai an pos- pos pada perhi tungan tahunan dil akukan nenurut cara
yang | azi m di sebut "good koopmans gebrui k" artinya nenurut sistim
harga beli, atau harga pengganti atau persedi aan besi dan

sebagai nya, yang nenghasil kan per hitungan | aba yang besar dal am
arti ekonom perusahaan.

Kesal ahan dal am kebi j aksanaan yang kenudi an di ket enrukan ol eh
Badan Peneri ksa Keuangan, yaitu sesudah perhitungan tahunan
di sahkan ol eh Menteri yang bersangkutan nenjadi tanggungan

Menteri yang bersangkutan itu. Kesal ahan | ai nnya, yaitu yang



bukan kesal ahan kebij aksanaan dan dapat dinyatakan dal am uang,
menj adi tanggungan pegawai, termasuk Direksi, yang nel akukan
kesal ahan itu, segala sesuatu setelah dibuktikan seperl unya.

BAB X.
Pasal 18.

Cadangan dapat di bedakan dal am cadangan terbuka yaitu yang besar
j um ahnya ternyata dengan tegas pada neraca dan cadangan rahasi a
dan di am yang besar jum ahnya tidak dapat ternyata dari neraca.

Cadangan rahasi a dan cadangan di am yang dapat di bentuk antara

| ai n dengan cara yang beri kut :

ke-1. nenilai barang-barang-barang nodal jauh |ebih rendah dari
pada nil ai yang sebenar nya.

ke-2. tidak nenuat barang nodal pada neraca.

ke- 3. nmenuat utang-utang atau kewaji ban-kewaji ban nmenbayar dengan
jum ah yang | ebi h tinggi dari pada yang sebenarnya, dan

ke-4. nmenuat kewaji ban nmenbayar pada neraca yang sebenarnya tidak
ada, jadi pada umummya penil ai an yang | ebi h rendah dari
pada pos-pos aktiva (kekayaan) serta penilaian yang
| ebih tinggi dari pada pos-pos passiva (utang). Hanya
pi mpi nan perusahaan yang nenget ahui adanya serta
besarnya cadangan itu, akan tetapi orang luar tidak
menget ahui nya.

Keber atan terhadap penbentukan cadangan rahasia dan diamin

antara | ain adal ah sebagai beri kut

a. menberi kan sebab untuk ekspansi yang iirasionil;

b. apabil a sekunpul an aktiva di nuat dal am buku untuk jum ah yang
jauh | ebih rendah dari pada yang sebenarnya nmaka dapat
ti mbul bahaya bahwa unt uk sel anjutnya aktiva ini akan
di hapuskan dari harganya yang rendah itu dan karena itu nmaka
har ga- pokok barang yang di produksi kan akan sangat rendah.

Hal ini akan nmenyebabkan "prijsbederf™".

Jika hal ini terjadi dan pada waktunya di perl ukan aktive baru,
maka besar kenungki nan bahwa jum ah penghapusan harga yang
tel ah di kunpul kan tidak akan nmencukupi untuk nendapat kan
penggant i nya.

c. karena aktiva di nuat dengan harga yang | ebi h rendah, nmaka akan
t erdapat kemungki nan bahwa aktiva yang bersangkut an akan
di jual untuk harga yang | ebi h rendah itu

Hal | ai nnya yang bertal i an dengan penbent ukan cadangan rahasi a

| azi mya ber hubungan dengan soal penbayaran divi dend, soa

per sai ngan, pajak dan | ain sebagai nya yang tidak ada hubungannya
dengan perusahaan Negara seperti dinmaksud dal am Per at uran
Pemeri nt ah Pengganti Undang-undang ini dan karenanya tidak

di bi car akan.

Keber at an- keberatan seperti diatas itu nenyebabkan perlu
di adakannya | arangan unt uk nmenbent uk cadangan di am dan rahasi a,



terut ama berkenaan dengan kal kul asi har ga- pokok unt uk kepenti ngan
pol i k har ga.

Laba bersih yang di maksud dal am pasal ini adal ah | aba yang

di hi tung secara ekonom perusahaan, setelah di kurangi dengan
semua koreksi yang di anggap perlu dan cadangan tujuan yang waj ar
dal am per usahaan.

Cadangan tuj uan (bestenm ngsreserves) adal ah cadangan yang

di bentuk dari |aba, yang tidak nmerupakan koreksi dari pada
kekayaan (aktiva) atau kewaji ban/utang kepada fi hak ketiga yang
di ruat pada neraca untuk jum ah yang | ebih tinggi dari pada
sebenarnya. Seperti ternyata dari namanya nmaka cadangan tuj uan
adal ah cadangan yang di bentuk untuk nencapai tujuan tertentu
seperti : cadangan penbaharuan, cadangan perlunasan, cadangan
unt uk selisih kurs, cadangan untuk nel unasi utang obli sasi,
cadangan asuransi risiko sendiri dan sebagai nya.

Cadangan umum di maksudkan unt uk nmenunpang hal - hal dan kej adi an
yang tidak dapat diduga senul a.

Dana penbangunan di maksudkan sebagai kewaji ban sunbangan kepada
Negara untuk keperl uan penbangunan yang di sel enggar akan ol eh
Peneri nt ah nel al ui anggaran pendapat an dan bel anj a Negar a.

Sosi al dan pendi di kan adal ah untuk kepentingan pegawai/ pekerja
perusahaan, antara l|lain untuk nenpertinggi nutu kesehatan dan
kecakapan.

Jasa produksi di maksudkan untuk nmenberi kan penghargaan kepada
pegawai / pekerja karena hasil pekerjaannya yang sangat di hargai
ol eh konsumen hi ngga karenanya masi h di perol eh | aba.

Sumbangan dana pensiun dan sokongan di maksudkan unt uk nmenbent uk
dana guna nmenanpung penbayar an- penbayar an kepada pegawai - pegawai
yang apda waktu berl akunya Peraturan Penerintah Pengganti
Undang-undang ini sudah | anjut usianya dan tidak dapat di masukkan
kedal am pensi un yang akan di bentuk itu. Prem untuk pensiun biasa
nmer upakan bagi an dari harga pokok barang-barang yang

di produksi kan, yang akan di potong dari gaji pegawai atau upah
pekerj a.

Sunmbangan ganti rugi di maksudkan sebagai sunmbangan kepada
Pemeri nt ah guna nenbayar ganti rugi perusahaan-perusahaan yang
di nasi onal i sasi kan pada wakt unya.

Kepada perusahaan yang menurut sifat pekerjaannya nmenmungki nkan
ti dak di dapat nya | aba, untuk nmenghargai jasa kerja dal am
perusahaan semacam itu, naka Penerintah dapat nenberi kan jasa
pr oduksi .

BAB X .

Pasal 19.



Dal am perusahaan Negara tidak ada pengertian buruh dan maji kan,
semuanya adal ah pegawai / pekerja perusahaan. Agar dal am nmengat ur
kedudukan hukum gaji, pensiun dan sokongan serta
penghasi | an- penghasil an | ain terhadap nereka berl aku ket ent uan-
ket ent uan yang seragam di per| ukan adanya peraturan pokok
kepegawai an perusahaan Negara yang ditetapkan dengan Perat uran
Peneri nt ah.

BAB Xl 1.
Pasal 20, 21, 22, 23 dan 24.

Cukup j el as.

BAB Xl 11.

Pasal 25.
Badan Peneri ksa Keuangan sebagai al at Dewan Perwakil an Rakyat dan
Jawat an Akunt an Negara sebagai al at Penerintah sudah
sewaj ar nyal ah masi ng- masi ng di beri kan wewenang dan tugas
mengadakan kontrol e terhadap perusahaan Negar a.
Unt uk nel ancar kan pekerjaan, dianggap perlu apabila Badan
Pemeri ksa Keuangan nenyanpai kan hasil peneri ksaannya juga kepada
Peneri nt ah.

BAB XI V.

Pasal 26.
Cukup j el as.

BAB XV.

Pasal 21.
Cukup diterangkan dal am penj el asan unum

BAB XVI .

Pasal 28 dan 29.

Cukup j el as.

Pasal 30.
Dal am pasal ini ditentukan susunan-susunan Dewan Pengurus dar
gabungan perusahaan sej enis. Dal am susunan Dewan Pengur us
t ersebut ditegaskan peranan yang harus dil akukan ol eh perusahaan

Negara dal am gabungan perusahaan tersebut, yaitu kedudukan
sebagai Ketua nerangkap anggota dari Dewan Pengurus tersebut.



Dengan adanya ketentuan ini maka perusahaan Negara dij adi kan

i ntinya dari gabungan tersebut dengan maksud agar supaya kegi at an
dal am badan-bdan tertentu itu dapat di pinpin dan dibi nbi ng sesua
dengan politik Negara.

Ber hubung dengan itu maka dapat!| ah di usahakan di masukkannya
perusahaan Daerah Swatantra dan swasta itu kedal am struktur yang
ber azaskan ekonom terpinpin, sehingga politik Negara nelal ui
Depart emen, Badan-badan Pi npi nan Umum dan gabungan per usahaan
sejenis tersebut dapat dijam n pel aksanaanya.

Anggot a- anggot a | ain dari Dewan Pengurus di angkat ol eh Menteri
yang ber sangkutan dari cal on-cal on yang di kenukakan ol eh rapat
gabungan tersebut.

Cal on-calon ini dapat terdiri dari orang-orang yang nmewaki l
perusahaan yang nenjadi anggota gabungan maupun orang-orang | ai n.

BAB XVI | .
Pasal 31.

Apabi | a Penerintah tel ah nenganggap, bahwa perusahaan yang
t er maksud dal am pasal ini tidak perlu | agi diusahakan ol eh
Peneri nt ah Pusat maupun Penerintah Daerah. antara |ain karena
macam usahanya produksi nya/ barangnya itu :
a.tidak lagi bersifat nasional untuk kebutuhan sel uruh
masyar akat .
b.tidak bersifat nonopolistis didalam Negeri maupun di dal am
Daer ah swat antra yang bersangkut an.
c. peredarannya tidak |agi bersifat regional,
d. bukan nmerupakan vital dal am perekonom an,
e.sosi al -ekonom s tidak nmenpunyai arti strategis untuk produksi
| ai nnya.
f.hal-hal lain yang akan ditentukan | ebih | anjut ol eh Penerintah,
maka Penerintah dapat nenyerahkan perusahaan tersebut kepada
per kunpul an kooper asi .

Unt uk j angka waktu yang tertentu, pinpinan/pengurus/pegawai

per kunpul an kooper asi / perusahaan swasta, yang betul - bet ul

menpunyai bakat | eadership, dapat di angkat ol eh Penerintah untuk

di j adi kan pi npi nan/ pengur us/ pegawai per usahaan Negara tertentu.

Dengan cara dem ki an nmaka

a. masyar akat dapat nenari k faedah yang sebesar-besarnya dari
padanya,

b. mereka tidak | agi nmenentingkan diri pribadi, tetapi juga harus
mengabdi kepada kepentingan sosi al .

BAB XVII1.
Pasal 32.



Dal am pasal ini ditentukan bahwa penbubaran perusahaan Negara

di t et apkan dengan Per at uran Penerintah. Penbubaran ini dapat
ber al asan antara | ain, apabil a perusahaan tersebut dianggap tidak
| agi dapat nencapai tujuannya atau tidak di perlukan |agi oleh
Peneri nt ah.

Penmbubar an tersebut diatas cukup diatur dengan Peraturan

Pemeri nt ah, nengi ngat bahwa :

(1) Perusahaan Negara di dirikan dengan Peraturan Penerintah :

(2) Kepentingan fihak ketiga cukup terjam n dengan adanya j am nan
Pemeri nt ah termaksud dal am ayat (4).

Penmbebasan tanggung-j awab tentang pekerjaan yang tel ah

di sel esai kan ol eh Ii kw datur dengan sendirinya dil akukan setel ah
di peri ksa terl ebi h dahulu ol eh Menteri yang bersangkutan daftar-
daf tar pertanggungan-jawab yang bertal i an dengan |ikw dasi itu.

Juga Jawat an Akunt an Negara dan Badan Peneri ksa Keuangan
nmel akukan kontrol e atas pertanggung-jawab itu (pasal 25).

BAB Xl X.
Pasal 33.
Cukup j el as.
BAB XX
Pasal 34 s/d 36.
Cukup j el as.

Ter masuk Lenbaran- Negara No. 59 tahun 1960.
CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG



